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SURAT KEPUIUSAN KETUA BADAIN
KOORDINAST PENANAMAN MODAIL,

NOMOFK H 1/1978
)

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGURUSAN DAN
PENILAIAN ATAS PERMOHONAN PENAMAMAN
MODAL DI DAERAH BONDED PULAU BATAM
KEPADA KETUA OTORITA PENGEMBAMGAN
ODAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.

Menimbang

Mengingat

a.

1.

MENTERI PERINDUSTRIAN

bahwa sebagai tindak laniut dari diun-
dangkannva

1. Peraturan Pemerintah Nomc¢:s 31 tahun
1977 sebagai perubahan/venambahan
Peraturan Pemerintah Nomo:rr 29 Tahun
1972 tentang Bonded Warehou:se.

2. Keputusan Prasiden Nomor 53 tahkun 1977
tentang Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Kesputusan Presiden No. 54
tahur 1977 tentang Ketentuan Pokok
Tatacara Penanaman Modal.

dianggap perlu diadakan pelimpahan wewe-
nang Kepada Pengusaha Bonded Warehouse
untuk menerima dan mengurus permohonan
penanaman modal dalam wilayah Bonded
Warehouse.

Undang-undang JNomor 1 tahun 1967 jo. Un-
dang-undang Nomor 11 tahun 1970;

Undang-undang Nomor 6 tahun 1¢68 jo. Un-
dang-undang Nomor 12 tahun 1970:

Peraturan Pemerintah Nomor 20 *“ahtn 1972,

jo Peraturan Pz2merintah Nomo:> 31 tahun
1977:
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4. Keputusan Presiden Nomor 41 tajun 1973;
5. Keputusan Presiden Nomor 33 taihun 1974;

6. Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1977;
&

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Taun 1977;

8. Keputusan Para Menteri yang b:rsangkutan
dengan penanaman modal tentang Peiimpahan
Wewenang Pemberian Perizinan Kapada Ketua
Badan Koordinasi Penanaman Modal;

9. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Pena-
naman Modal Nombor 01/1975.

M EMUTU S K A N

Mene-.apkan : PEMBERIAN PELIMPAHAN WEWENANG PENGURUSAN

DAN PENILATIAN ATAS PERMOHONAN ~PENANAMAN
MODAL DI DAERAH BONDED ‘PULAU _BATAM KEPADA
KETUX OTORTTA PENGEMBANGAN DAERAH INDUS-
TRI PULAU BATAM.

Pasal 1
PENGERTIAN

Yang dimaksud dencan penanaman modal dalam Xeputus-
an ini ialah penanaman modal baik da.am rangka
Undang-undanag Nomor 1 tahun 1967 tentanc Psesnanaman
Modal Asing, Undang-undang Nomor 6 tahun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, maupun di
luar kedua Undang-undang Penanaman Modal tersebut.

Daerah Bonded adalah wilayah usaha bond:d di Pulau
Batam seperti vang ditetapkan oleh Keputusan Preci-
den Nomor 33 tahun 1974.

Pasal 2
WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPADA KETUA CTORITA
PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.

Melimpahkan wewenang pengurusan dan psniiai atas

permohonan penanaman modal di daerah bonded Pulau Batam
kepada Ketua Oforita Pengembargan Daerah Indsutri Pulau
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Batam dengan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam
pasal-pasal sebagai berikut ini.

Pasal 3 &

Pengurusan dan wenilaian atas permohonan pena-

raman modal tersebut dalam Pasal 2 di atas terdiri dari
tugas-tugas sebagai berikut :

1.

Fengurusan permohonan penanaman modal

SN

k.

Menerima permohonan penanaman modal dari penanam
medal;

Menyelenggarakan pemeriksaan atas kelengkapen
pengisian dan kelengKapan data/lampirar. permohc-
nan penanaman modal:

Mengembalikan permohonar penanaman moda vang ti-
dak lengkap pencisian dan kelengkapanaya kepaca
penanam modal yang bersangkutan.

Meneruskan permononan penanaman modal yang telah
selesal "diniT4T®Teh ketua Otorita Pengembangan
Pulau Batam kepada Ketua Badan Koordinasi Penana-
man Modal untuk mempercleh keputusan Pemarirtah
atas permohonan tersebut.

Menerima Keputusan Pemerintah dengan fasilitas
ddri ‘izin-izin pelakSanaan penanaman nodal dari
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal serta
meneruskan Kkepada penanam modal vang bersangku-
tan:

Memberitahukan kepada penanam modal dalem hal di-
perlukan perbaikain atau Tambahan data 3tau kepu-~
tusan penolakan atas permohonan penananan modal

kepada penanam mmodal yang bersangkutan.

Peznilaian permohonan penanam modal :

a .

Sesuai tidaknva dengan pedoman penanaman modal
vang dikeluarkan oleh badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal
{(DSP} vang berlaku.

Aspek-aspek kelayakan proyek.
Penyediaan tanah, banguran, sarana dan prasarana

proyvek yvang dapat diselenggarakan oleh Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamn.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 4
BENTUK PERMOHONAN PENANAMAN MODAL LCAN
PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN

Permohonan penanam modal di daerah bonded mengguna-
kan bentuk permohonan seperti yvang ditetapkan dalam
Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
nomor 1/1977 tanggal 3 Nopember 1977.

Untuk keperluan penelitian dan penilaian proyek
serta penelitian penvediaan tanah, bangunan, sara-
na/prasarana dan lavanan lainnva, Ketua Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batan berwenang
meminta tambahan bahan dan data di luar vang dite-
tapkan dalam avat (1) di atas.

Penyelesaian pemberian persetujuan Pemarintah atas
permohonan penanaman modal di daerah bonded beserta
pemberian fasilitas dan izin-izin lain varg diper-
lukan dalam pelaksanaan penanamam modal yvang telah
disetujui Pemerintah diatur menurut Xketentuan-
Ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal nomor 01/1977 tanggal 3 Nopember
1977.

Pasal 5
LAIN - LAIN

Dalam melaksanakan pelimpahan wewenang pengurusan
dan penilaian atas permohonan penanaman modal terse-~
but dalam pasal 2 dan 3 Keputusan ini :

a. Ketua Otorita JPengembanagan Daerah Industri Pulau
Batam bertanaggung jawab kepada Ketua Badan Koor-
dinasi Penanaman Modal:

b. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam memperhatikan pedoman dan Kketentuan yang
diberikan oleh Ketua badan Koordinasi Penanaman
Modal;

Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Koordi-
nasi Penanaman Modal nomor 01/1977 darn Keputusan
nomor 1/1978 ini, Keputusan Ketua Badan KXoordinasi
Penanaman Modal nomor 10/A/SK/BKPM/II1/..977 tentang
Prosedur Penanganan Aplikasi Penanaman ¥Yodal untuk
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proyvek yvang berlokasi d4di Pulau Batam dinvatakan
tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
dengan ketentuan segala sesufatu akar. diubah dan 2
diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terda- |
pat kekeliruan dalam keputusan ini. %

Citetapkan di ¢ Jakarta 'i
Pada tanggal ¢+ 7 Penruari 1978 :
o

BADAN KOORDINASI PENANAMAM MODAL B
4

KETUA,

ttd i

BARLI HALIM, 8.3

ILs.
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